
GI'BERIN'R !|USA TEITGGARA TI T'R

PERATURAJT DAERAII PROVIIISI ITUSA TEI|GGARA TIUUR
IYOMOR 9 TAIII'IT 2016

TDI{TAITG

PEMBENTI'XAIT DAIT SUSUI|AI| PERAI|GKAT DAERAII
PR,OVIilSI IIUSA TEI{GGARA TIUI'R

DENGAI5 RAIIilAT TT'HAIT YA.ITG MAIIA ES}A

GI'BERITUR ITUSA TEI|GGARA TIMUR,

ilenlmbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah perlu membentuk perangkat daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan susunalnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menglngat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I BaIi, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

r6a9l;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor SZS+I; l-



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5.

6.

Itengan Persetqruan Bersana
DEWAIT PERYAI(ILIIN RAIffAT DA'ERAII PR,OVII|SI

!ruSA TEITGGARA TIUT'R
d.!

GI'BERITT'R ITUSA TEIT(X}ARA TIUI'R

IUcnctapkan

MEilUTUSKAIT:

: PERATURAIT DAERAH TENTAI|G PEilBETTTUKAIT DAI|
SU$IITAI| PERAITGIIAT DAERATI PR,OVII|SI ITUSA

TEI|GGARA TIMI'R.

BAB I
XEIEI|TUA,IT T'ilU}I

Bagiaa Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timtrr'

2. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur' /



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur.

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1O. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Raliryat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1l. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

14. l,embaga Tertentu Daerah adalah Lembaga Tertentu Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

15. Unit Pelalsana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.

16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan

untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan

teknis penunj ang tertentu.

Bagiaa Kedua
Asas

Fasal 2

Besaran dan susunan Perangkat Daerah, berasaskan :

a. umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;

c. efisiensi;

d. efektivitas;

e. pembagian habis tugas;

f. rentang kendali;

g. tata ke{a yang jelas; dan

h. fleksibilitas. ,P



BAB II
PEMBEI{TI'KAIT DAN SUSUISAIT PERAI|GKAT DAERAII

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan

sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupalan Sekretariat

Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Sekretariat

DPRD Tipe B;

c. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Inspektorat

Tipe A;

d. Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pendidikan;

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahal

bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan --g;
4. Dinas Perumahan Ralqfat dan Kawasan Permukiman Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemmahan rakyat

dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang

pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

sosial;

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

perempuan dan pe rlindungan anak;

9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusuur.

pemerintahan bidang pan1ar; L

\.



1O. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

12. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perhubungan;

13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang

persandian;

14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

17. Dinas Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang kebudayaan;

18. Dinas Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perpustakaan;

19. Dinas Kearsipan Tipe A menyelenggaiakan urusan pemerintahan

bidang kearsipan;

20. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

21. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan umsan pemerintahan

bidang pariwisata;

22. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pertanian;

23. Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pertanian sub urusan peternakan;

24. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perdagangan;

25. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang kehutanan;

26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; f-



27. Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perindustrian;

e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembalgunan Daerah Tipe A melaksanakan

fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;

2. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A

melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelola keuangan dan

aset daerah;

3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang

kepegawaian daerah;

4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A

melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan

fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanalan fungsi

penunjang penanggulangan bencana daerah.

Pagal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta

tata keq'a Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur.

BAB III
PEMBENTUKAIT BAI'AN PET{GITUBI'ITG

Pasal 5

(l) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penghubung Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

(21 Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja Badan Penghubung sebagaimana dimaksud ada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. f



(1)

(21

(1)

(2)

BAB IV
PEItrBEI{TT'XAIT UP,r

Pasal 6

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis

(uP{).

UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penr.rnjang tertentu perang|<at daerah indulmya.

Pasal 7

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

Provinsi di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi.

Satuan Pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

Pasd 8

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

Provinsi di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai

unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara

profesional.

Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata

kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah.

BAB V

PEUBENTUNAI{ CABAI{G DINAS

Pasaf 9

Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di

bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan

Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota.

Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

meliputi satu atau lebih Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi Nusa
I

Tenggara Timur. p

(1)

(21

(1)

(21



(3) Perangkat Daerah yang dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/ Kota,

penentuan jabatan dalam Perangkat Daerah dimaksud hanya setingkat

administrator, kecuali pada Sekretariat.

BAB VI
STAI'AIILI

Pasaf lO

Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII
KEPEICAWAIAJT

Pasel 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pa.da Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan

oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
XETEIITUAil PERALIHAIT

Pasd 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi

dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan

mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umurn diundangkan.
Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan

bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum
diundangkan.

Perangkat Daerah Provinsi melalsanakan fungsi pembinaan dan
pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Kabupaten/ Kota sampai dengan terbentuknya
perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk

tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan

Gubemur tentang Pembentukan UPT yang baru. I

(1)

(21

(3)

(41



(s) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap

menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun

2014.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk

tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan

Gubernur tentang Pembentukan UPT yang baru.

Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada

minggu keempat bulan Desember Tahun 2O16.

BAB IX
I(ETEIITUAIT PEITUTI'P

Pasal 14

Pelaksanarrn trrgas pokok dan fi,rngsi Perang!<at Daerah, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah ini dilaksanalan mulai tahun 2017.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur (kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2OO8 Nomor O08 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O17) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur (l.embaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O13

Nomor OO9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor OO62);

b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2OO8

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (kmbaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2OO8 Nomor 0O9 Seri D Nomor

002, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor O18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

tl,

(1)

(21

(3)

(1)

(2t



d.

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1O Tahun 2O13 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

(kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor

010, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor O063);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun

2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur (lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2OO8 Nomor 010 Seri D Nomor OO3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 019) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 11 Tahun 2O13 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1O Tahun 2O08 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

(kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor

011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 0064);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun

2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 20O8 Nomor O11 Seri D Nomor O04, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02O)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun

2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan l,embaga Teknis Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Iembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 012, Tambahan l,embaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor OO65);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 20O9

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2OO9 Nomor O05 Seri D Nomor

L



003, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 0O31);

f. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2OlO

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman

Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 0O5, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0039);

g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2O12

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Nusa Tenggara Timur (kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2012 Nomor OOl, Tambahan lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0O5O);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Organisasi

Perangkat Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan

wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2016

. SEKR

L 
"*or*",,

RIS DAERAH

A TENFGARA TIMUR, FI

-b,t l

FRAI|SISKUS SALEU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

NOMOR OO9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :

(el2eel2ot6l

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2O16

'IGUBERNU. 
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PEI{JEI,ASAN
ATAS

PENATI'RAIT DAJERAII PROVItrSI IYUSA TDIVGK}ARA TIUUR
NOMOR 9 TAIrI'IT 2016

TETTANG

PETBEI|TI'XAIT DAII SUSUITAIT PERAITGI(AT DAERAII
PROVIIYSI TVUSA TIIT(XiARA TIEII'R

I'UIIM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 membawa

perubahan yang signifrkan terhadap pembentukan Perangkat Daerah,

yalni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (riglxsizing)

berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-

masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi

Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi

pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala

Daerah (strategic apex), sekre+ais Daerah (middle line/, Dinas Daerah

(operating are), badan/ fungsi penunjang (teclnostrudttre/, dan staf

pendukung (supporting stafJ. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi

inn @perating are) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai

pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan

mengurus sesuai bidang Urusar Pemerintahan yang diserahkan kepada

Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah

melaksanakan fungsi penunjang (teclvrosttucfitre) yang melaksanakan

tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan

fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan fungsi inti (operating ore). Dalam rangka mewujudkan

pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi,

pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas,

rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Umsan Pemerintahan

dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh

Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan

unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
Il)



diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur

pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi

dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan

fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah diwadahi dalam Inspektorat.

Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas

kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara elisien, efektif,

dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah

masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL DEUI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hurufa
Yang dimaksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya

dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan Tlrgas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan

dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan

Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk
melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban

tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan

Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan

Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan

tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. f-



Hurufd
Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan

Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat

guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah

pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas

dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat

Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang

dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah

penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja

pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan

pengendalian unit ke{a bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "tata ke{a yang jelas" adalah

pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja

pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang

jelas, baik vertikal maupun horiznntal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada

Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menarnpung

tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undalgan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

cukupjelas. f,



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOROOs2 IF


